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ABSTRAK 

KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM 

MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI 

KABUPATEN KAMPAR 

 

OLEH 

 

ADELIA SUFLINA 

NIM : 02270625044 

 

Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis pajak daerah yang 

dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sistem pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang diterapkan di 

Kabupaten Kampar serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Penelitian ini menggunakan data tahun 2022-2024. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sistem pemungutan yang digunakan adalah Self Assessment 

System, di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, 

membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, implementasinya belum 

optimal karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kurangnya 

pengawasan dari pemerintah daerah. Selain itu, kontribusi pajak ini terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong sangat kecil dan mengalami penurunan 

selama tiga tahun terakhir. Faktor utama penyebab rendahnya kontribusi ini 

antara lain minimnya pendataan objek pajak, kurangnya sosialisasi kepada 

pelaku usaha, serta lemahnya regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan 

strategi peningkatan berupa pendataan yang valid, edukasi kepada masyarakat, 

serta penguatan regulasi untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 penetapan peraturan pemerintah pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang pada pasal 1 angka 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib  kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah mengatur pengelolaan pajak. Undang-undang ini memberikan 

pemerintah daerah kewenangan untuk memungut pajak tertentu untuk 

mendukung pembiayaan daerah secara mandiri. Berdasarkan prinsip otonomi 

daerah, pemberian kewenangan ini memungkinkan setiap daerah untuk 

mengelola pendapatannya sendiri dengan cara yang akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan regional. 

Pemerintah daerah diberi kemampuan yang lebih besar untuk 

memperoleh pendapatan, salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu alternatif untuk 

memperoleh dana tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan 

belanja, terutama kebutuhan sehari-hari di daerah. Oleh karena itu, peningkatan 
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pendapatan menjadi salah satu harapan utama bagi setiap daerah. Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) dan berasal dari berbagai sumber-sumber pendapatan 

daerah yang terdiri atas: 

1. Pendapatan Asli Daerah 

a. Hasil Pajak Retribusi 

b. Hasil Retribusi Daerah 

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah 

d. Pendapatan Asli Daerah lain yang sah 

2. Dana Perimbangan 

3. Pinjaman Daerah 

4. Pendapatan daerah lain yang sah 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, otonomi daerah memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah 

daerah untuk mengelola potensi yang dimilikinya, termasuk di bidang ekonomi. 

Dalam kerangka ini, diharapkan pembangunan ekonomi daerah dapat 

berkembang melalui pengoptimalan pengelolaan sumber daya lokal. Pemerintah 

pusat memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali dan mengumpulkan 

berbagai jenis pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), demi 

menghimpun dana dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah agar dapat mencapai 
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kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah 

pusat. Dalam pelaksanaannya, daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan 

jenis dan tarif pungutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai realisasi dan 

perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun jumlah 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar: 

Tabel 1.1  

Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar 

2022-2024 

No. Tahun Penerimaan PAD 

1. 2022 Rp260.416.048.442,71 

2. 2023 Rp298.626.546.420,08 

3. 2024 Rp436.637.291.372,01 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2025 

Berdasarkan Tabel 1.1, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Kampar menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 

hingga 2024. Pada tahun 2022, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

diterima sebesar Rp260.416.048.442,71. Jumlah ini meningkat pada tahun 2023 

menjadi Rp298.626.546.420,08 atau mengalami kenaikan sekitar 14,67% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada 

tahun 2024, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar 

Rp436.637.291.372,01, meningkat sekitar 46,21% dari tahun 2023. Peningkatan 

ini mencerminkan adanya optimalisasi dalam pengelolaan dan pemungutan 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah daerah, baik 

melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, seperti pajak daerah, retribusi, serta 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Data ini menunjukkan 
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bahwa Kabupaten Kampar mampu meningkatkan kemandirian fiskal melalui 

penguatan potensi sumber-sumber pendapatan lokal, yang sangat penting dalam 

mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. 

Tabel 1.2  

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

No. Tahun Target PAD Realisasi Persentase 

1. 2022 Rp252.925.053.734,00 Rp260.416.048.442,71 102,96% 

2. 2023 Rp285.540.731.935,00 Rp298.626.546.420,08 104,58% 

3. 2024 Rp462.827.600.519,00 Rp436.637.291.372,01 94,34% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2025 

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa realisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar selama tiga tahun terakhir 

menunjukkan hasil yang bervariasi terhadap target yang telah ditetapkan. Pada 

tahun 2022, target PAD ditetapkan sebesar Rp252.925.053.734,00 dan berhasil 

direalisasikan sebesar Rp260.416.048.442,71 atau mencapai 102,96% dari target. 

Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil melebihi target 

pendapatan yang telah direncanakan. Kinerja positif ini berlanjut di tahun 2023, 

di mana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp285.540.731.935,00 

mampu direalisasikan sebesar Rp298.626.546.420,08 atau 104,58%. Pencapaian 

yang melampaui target pada dua tahun berturut-turut tersebut mencerminkan 

efektivitas pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan daerah. 

Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan performa, di mana target 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat signifikan menjadi 

Rp462.827.600.519,00, tetapi realisasi yang dicapai hanya sebesar 

Rp436.637.291.372,01 atau 94,34% dari target. Capaian yang tidak memenuhi 
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target ini menunjukkan adanya hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam 

proses pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan persentase 

capaian mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap strategi pemungutan, 

validasi sumber-sumber pendapatan daerah, serta peningkatan efektivitas sistem 

dan kepatuhan wajib pajak. Data ini menjadi penting untuk menyoroti perlunya 

optimalisasi penerimaan daerah guna menunjang pembangunan berkelanjutan di 

Kabupaten Kampar. 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam 

mengelola berbagai pajak dan retribusi yang ada di wilayah Kabupaten Kampar. 

Dalam pelaksanaannya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar ini 

mengelola 11 sektor pajak daerah yang meliputi: 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Parkir 

7. Pajak Air Tanah 

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

9. Pajak Bumi dan Bangunan 

10. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

11. Pajak Sarang Burung Walet 
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Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar dan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah Pajak Sarang Burung Walet. Pajak ini memiliki potensi 

yang cukup besar, terutama dengan adanya aktivitas budidaya walet yang 

tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kampar. Hal ini tidak terlepas dari 

kondisi geografis Kabupaten Kampar yang sangat mendukung perkembangan 

usaha Sarang Burung Walet. Jika dikelola dengan baik, pajak dari sektor ini dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa 

terdapat banyak usaha bangunan Sarang Burung Walet yang berdiri secara 

permanen. Namun, sebagian besar gedung tersebut belum memiliki izin usaha, 

sehingga penarikan pajak untuk saat ini tidak dapat dilakukan. Menurut data yang 

dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang diterima dari berbagai sektor termasuk Pajak Sarang Burung Walet, 

menunjukkan perkembangan yang tidak selalu stabil, dengan realisasi 

penerimaan yang kadang melampaui target dan kadang belum mencapai target. 

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi seberapa besar kontribusi dan 

sistem pemungutannya. Adapun data mengenai Sarang Burung Walet di 

Kabupaten Kampar tahun 2021 sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 

 Data Penangkaran Sarang Burung Walet yang Terdaftar pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

No. Klasifikasi Jumlah Unit 

1 Kec. Bangkinang Kota 64 Unit 

2 Kec. Kampar Utara 120 Unit 

3 Kec. Rumbio Jaya 84 Unit 

4 Kec. Kampar Kiri Hlir 36 Unit 

5 Kec. Tambang 32 Unit 

6 Kec. XIII Kt Kmpr 18 Unit 

7 Kec. Tapung Hilir 11 Unit 

8 Kec. Bangkinang 42 Unit 

9 Kec. Salo 55 Unit 

10 Kec. Koto Kampar Hulu 21 Unit 

11 Kec. Kampar Kiri Tengah 118 Unit 

12 Kec. Perhentian Raja 23 Unit 

13 Kec. Tapung   42 Unit 

14 Kec. Gunung Sahilan 89 Unit 

15 Kec. Kampar 158 Unit 

16 Kec. Kampa 47 Unit 

17 Kec. Kuok 80 Unit 

18 Kec. Siak Hulu 172 Unit 

19 Kec. Tapung Hulu 73 Unit 

20 Kec. Kampar Kiri   126 Unit 

21 Kec. Kampar Kiri Hulu 22 Unit 

  Jumlah    1.433 Unit  

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 1.3, jumlah unit 

penangkaran Sarang Burung Walet yang telah terdaftar mencapai 1.433 unit yang 

tersebar di 21 Kecamatan. Beberapa Kecamatan yang memiliki jumlah unit walet 

tertinggi antara lain Kecamatan Kampar dengan 158 unit, Kecamatan Siak Hulu 

sebanyak 172 unit, serta Kecamatan Tapung Hilir dan Kecamatan Kampar Kiri 

Hulu mencatatkan jumlah yang lebih rendah, masing-masing 11 dan 22 unit. 
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Sebaran unit walet ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari sektor Pajak 

Sarang Burung Walet cukup besar dan tersebar merata di hampir seluruh wilayah 

Kabupaten Kampar. Namun, potensi ini belum sepenuhnya tergarap secara 

optimal, baik dari sisi pendapataan, pemungutan pajak maupun kesadaran wajib 

pajak. Padahal, dengan regulasi yang tepat dan pengelolaan yang efektif, sektor 

ini dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

signifikan. 

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam mengoptimalkan 

pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilihat dari data Penerimaan Asli 

Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Dalam 

kurun waktu tiga tahun terakhir, data tersebut menunjukkan kenaikan dan 

penurunan. Pada tabel 1.4 di bawah ini, akan dipaparkan data target dan realisasi 

penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kampar dari tahun 2022 

hingga 2024 sebagai berikut: 

Tabel 1.4  

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten 

Kampar Tahun 2022-2024 

No. Tahun Target Pajak Sarang 

Burung Walet 

Realisasi Pajak Sarang 

Burung Walet 

Persentase 

1. 2022 Rp82.000.000,00 Rp22.840.000,00 27,85% 

2. 2023 Rp102.000.000,00 Rp16.525.000,00 16,20% 

3. 2024 Rp150.000.000,00 Rp12.807.800,00 8,54% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2025 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa target dan realisasi 

penerimaan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar pada tahun 2022 

hingga 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2022, target 
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Pajak Sarang Burung Walet yang ditetapkan sebesar Rp82.000.000,00 dengan 

realisasi sebesar Rp22.840.000,00 atau sebesar 27,85% dari target yang telah 

ditetapkan. Tahun 2023 target pajak meningkat menjadi Rp102.000.000,00, 

namun realisasinya hanya mencapai Rp16.525.000,00 atau sekitar 16,20%. 

Kemudian pada tahun 2024, target pajak Sarang Burung Walet kembali 

mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar Rp150.000.000,00. 

Namun, realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut justru mengalami 

penurunan dengan capaian sebesar Rp12.807.800,00 atau hanya 8,54% dari target 

yang telah ditetapkan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa meskipun target 

penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terus meningkat setiap tahunnya, 

realisasinya justru mengalami penurunan, baik secara nominal maupun 

persentase. 

Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan 

mereka sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta memanfaatkan potensi yang 

ada di daerah masing-masing. Sebagai contoh, setiap daerah dapat memperoleh 

pendapatan dari pajak yang dipungut, biaya layanan tertentu serta dari sumber 

daya alam yang terdapat di wilayah mereka. Dengan adanya otonomi ini, 

diharapkan pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat 

dan lebih efisien dalam mengelola sumber daya yang ada, demi meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa potensi sektor Sarang 

Burung Walet di Kabupaten Kampar sangat besar, namun belum tergarap secara 
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optimal. Jumlah unit usaha walet yang mencapai 1.433 bangunan belum diikuti 

dengan peningkatan realisasi penerimaan pajaknya. Hal ini dibuktikan dengan 

data selama tiga tahun terakhir yang menunjukkan penurunan realisasi, dari 

27,85% pada tahun 2022 menjadi hanya 8,54% pada tahun 2024. Penurunan ini 

terjadi meskipun target penerimaan terus dinaikkan setiap tahunnya, yang 

menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi dan penerimaan aktual.  

Fenomena inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian 

ini, untuk mengetahui akar masalah rendahnya kontribusi Pajak Sarang Burung 

Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar serta 

sistem pemungutan yang diterapkan. Dengan mempertimbangkan kondisi 

tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Kontribusi 

Pajak Sarang Burung Walet dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Kampar”,  yang bertujuan untuk mengkaji seberapa 

besar peran Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di wilayah ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang 

diterapkan di Kabupaten Kampar? 

2. Bagaimana kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang 

diterapkan di Kabupaten Kampar. 
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2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Proses penelitian akan memberikan penulis pemahaman mendalam 

tentang pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dan kontribusi Pajak 

Sarang Burung Walet dalam mendukung pendapatan asli daerah. 

Pengumpulan data, analisis statistik dan akan mengembangkan 

keterampilan riset dan penulisan penulis. 

2. Bagi Instansi 

Hasil penelitian dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk 

merevisi kebijakan perpajakan walet, meningkatkan kontribusi dan 

perkembangan Pajak Sarang Burung Walet. Dengan memahami masalah 

dalam kontribusi pajak Sarang Burung Walet dan sebagai informasi 

tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan peran pertimbangan dalam 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan peran Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan perkembangan Pajak 

Sarang Burung Walet. 

3. Bagi Universitas  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai arsip di perpustakaan dan 

digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. 
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1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 74, Langgini, 

Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 

1.5.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai bulan Januari 2025 hingga Maret 2025 

1.5.3 Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

dengan cara melakukan wawancara, yang mana dalam hal ini penulis 

mewawancarai langsung Bapak Edison, S.E yang mana beliau merupakan 

Kabid Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

seperti buku-buku referensi, jurnal, dokumen dan sumber-sumber lainnya. 

1.5.4 Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan langsung turun ke lokasi penelitian. Yang 

mana penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati lebih 

dekat mengenai masalah yang diteliti. 
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b. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan. Yang mana dalam hal ini penulis mewawancari 

langsung Bapak Edison, S.E yang mana beliau merupakan Kabid 

Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 

data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang 

berupa laporan yang berguna untuk menunjang penulisan tugas akhir. 

1.5.5 Analisis Data Penulis 

Menganalisis data dengan menggunakan penjelasan bersifat Deskriptif, 

karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta maupun 

peristiwa dan memberikan gambaran secara jelas dan data yang dinyatakan tidak 

dalam bentuk statistik. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyajikan sistematika ini atas 

beberapa bagian yaitu: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan  

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Pengumpulan Data 

dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini merupakan gambaran umum lokasi penelitian. Dalam bab 

ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar, Struktur Organisasi, Uraian Tugas, Visi 

dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

BAB II: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Pada bab ini merupakan telaah pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan 

tentang Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, 

Sistem Pemungutan Pajak, Pengelompokan Pajak, Pajak Menurut 

Islam dan rumusan masalah digali lebih dalam untuk mendapatkan 

informasi yang akurat. 

BAB IV: PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dan 

saran, dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Sejarah Singkat 

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

(selanjutnya disingkat Dispenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat 

Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran 

Mentri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang 

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 

dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang 

dengan Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepala Dinas  

b. Seksi Tata Usaha  

c. Seksi Pajak dan Retribusi  

d. Seksi IPEDA  

e. Seksi Operasi/Penagihan 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 TANGGAL 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar/Kotamadya Daerah, 

diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang dengan 

susunan organisasi sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 
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b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pajak 

d. Seksi Retribusi 

e. Seksi IPEDA 

f. Seksi Pendapatan Lain-lain 

g. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan 

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 

23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri 

Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan 

diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Nomor 7 Tahun 

1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Tipe B, dengan 

Susunan Organisasi sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

d. Seksi Penetapan 

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

f. Seksi Penagihan 

g. Unit Penyuluhan  

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 
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tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota 

Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang 

selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota 

Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi 

sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Wakil Kepala Dinas 

c. Bagian Tata Usaha 

d. Sub Dinas Program 

e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 

f. Sub Dinas Penagihan 

g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain 

h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

i. Kelompok Fungsional 

Dan pada bulan januari 2017 diubah lagi menjadi Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) sampai sekarang. 

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

1. Visi 

“ Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan 

Pertanian yang maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, 

Berbudaya dan Sejahtera” 
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2. Misi 

Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai berikut: 

a. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional; 

b. Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan 

Kualitas Lingkungan Hidup; 

c. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang Berkualitas 

dan Proporsional; 

d. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif; 

e. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan 

yang Maju dan 

f. Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang 

Religius, Beradat dan Berbudaya. 

2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Bagian Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar 

Sebagai bagian dari pembahasan struktur organisasi, berikut disajikan 

uraian tugas dari masing-masing bagian yang terdapat dalam Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar. Uraian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai fungsi dan tanggung jawab setiap unit kerja 

sebelum ditampilkan dalam bentuk bagan pada gambar berikut: 
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Gambar 2.1  

Struktur Organisasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2025 

1. Kepala Badan 

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas 

di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan tugas dan fungsi. 

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja 

badan sesuai dengan visi dan misi daerah. 
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b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggraan urusan 

lingkup bidang pendapatan daerah. 

c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, 

bidang-bidang, unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan 

fungsional. 

d. Pembinaan administrasi perkantoran. 

2. Sekretaris 

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan 

administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola 

administrasi pengelolaan aset badan, administrasi kepegawaian dan 

menatausahakan kegiatan lainnya. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan tugas dan 

fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di 

lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

b. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja 

di lingkungan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kampar. 

c. Menyusun rencana pelaksanaan pendapatan. 

d. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, peningkatan 

kemampuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai. 
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3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh  seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi 

dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, 

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, 

mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai. 

4. Bidang Pendataan dan Pendaftaran 

Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan 

Daerah di bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang 

Pendapatan dan Pendaftaran melaksanakan tugas dan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelayanan 

pendaftaran dan pendataan. 

b. Menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan 

daerah (mengkoordinasikan PAD seluruh SKPD). 

c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana 

penerimaan. 

d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya. 
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5. Sub Bidang Pendapatan 

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi. 

6. Sub Bidang Pendaftaran 

Sub Bidang Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi. 

7. Bidang Perhitungan dan Penetapan 

Bidang Perhitungan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan 

Daerah di bidang Penghitungan dan Penetapan Pendapatan Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang 

Perhitungan dan Penetapan melaksanakan tugas dan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelayanan dan pendataan. 

b. Menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan 

daerah (mengkoordinasikan PAD seluruh SKPD). 

c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana 

penerimaan. 

d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran. 

e. Mengadakan penyisiran, penyelesaian tunggakan pajak bumi 

bangunan. 

f. Merencanakan, menghitung realisasi pendapatan pajak bumi 

bangunan. 
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8. Sub Bidang Perhitungan 

Sub Bidang Perhitungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi 

penghitungan. 

9. Sub Bidang Penetapan 

Sub Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

Penetapan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 

evaluasi dan koordinasi penetapan dan penagihan. 

10. Bidang Penagihan dan Keberatan 

Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan 

Daerah di bidang penghitungan dan penetapan. Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penagihan dan Keberatan 

melaksanakan tugas dan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pemungutan 

penagihan dan keberatan. 

b. Menyiapkan dan menuyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja 

penagihan dan keberatan. 

c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana 

penerimaan. 

d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran. 
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11. Sub Bidang Penagihan 

Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi 

penagihan. 

12. Sub Bidang Keberatan 

Sub Bidang Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi 

keberatan. 

13. Bidang Pengelolaan, pengembangan dan Pelaporan 

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Badan Pendapatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan 

Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), 

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan melaksanakan tugas 

dan fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pengelolaan, 

Pengembangan dan Pelaporan. 

b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar bidang pada Badan 

Pendapatan Daerah dan instansi yang terkait. 

c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang terkait 

dengan penyelenggaraan tugas-tugas badan. 

d. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya. 
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14. Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer 

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam 

penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer. 

15. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan 

Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah. 

16. Sub Bidang Pelaporan 

Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat serta 

dampak kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kontribusi 

Pajak Sarang Burung Walet dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem pemungutan pajak yang digunakan telah menerapkan Self 

Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh 

kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

kewajiban perpajakannya. Namun, dalam pelaksanaannya sistem ini belum 

berjalan secara optimal karena masih banyak pelaku usaha Sarang Burung 

Walet yang belum memiliki izin usaha, tidak terdaftar sebagai wajib pajak 

dan kurang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. 

2. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Kampar selama tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan 

penurunan, baik dari sisi nominal maupun persentase. Pada tahun 2022 

kontribusi tercatat sebesar 0,0087%, kemudian menurun menjadi 0,0055% 

pada 2023 dan 0,0029% pada 2024. Penurunan ini terjadi meskipun 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan mengalami 

peningkatan signifikan, yang mengindikasikan bahwa potensi dari sektor 

pajak ini belum tergali secara optimal. Jika dibandingkan dengan sepuluh 

jenis pajak daerah lainnya yang juga dipungut oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar, Pajak Sarang Burung Walet menjadi jenis 
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pajak dengan kontribusi paling rendah. Total kontribusi dari keseluruhan 

sebelas jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga 

mengalami penurunan, dari 54,67% (2022) menjadi 51,51% (2023) dan 

hanya 35,52% pada 2024. Fakta ini menunjukkan adanya kecenderungan 

menurunnya efektivitas pemungutan pajak daerah secara umum dan 

perlunya evaluasi terhadap strategi pengelolaan perpajakan, khususnya 

pada sektor-sektor yang kontribusinya masih rendah seperti Pajak Sarang 

Burung Walet. 

4.2 Saran 

1. Untuk ke depannya Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah 

perlu meningkatkan pendataan, pengawasan serta edukasi kepada pemilik 

usaha Walet guna mendorong kepatuhan terhadap kewajiban Wajib Pajak. 

2. Diperlukan evaluasi regulasi dan strategi pemungutan yang ada serta 

pengembangan sistem digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas, 

transparansi dan kemudahan layanan pajak.  
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